STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

B- 5 %57/STAKatN.01/0T.01.3/12/2025

Tanggal Pembuatan

30 Desember 2025

Tanggal Revisi

\x.. oo |oo

STAKat NEGERI PONTIANAK
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya

Tanggal Efektif 7~ i ADegeiker 2025
Disahkan Oleh 2 stuaSTAaRat Negeri Pontianak
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SOP PENGADAAN/ PENGEMBANGAN (SOFTWARE/ APLIKASI) TEKNOLOGI, INFORNIASI DAN KOMUNIKASI

-

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

i
2.
3.

UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

PP Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

PMK  Nomor 76/PMK.06/2019 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

PMK Nomor 18 tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;

KMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
PMA Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang
STATUTA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak.

1. | Pegawai yang ditugaskan;
2. | Pegawai yang memahami
pengembangan TIK.

terkait Pengadaan/

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. | Sop Inventarisasi Dan Pemanfaatan Aset Teknologi | 1. | Komputer/Laptop;
Informasi dan Komunikasi; 2. | Printer;
3. | Internet;
4. | ATK.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. | Jika SOP ini tidak dilaksanakan, seluruh pengadaan/ Buku Catatan Manual;

pengembangan tidak dapat dilaksanakan.

Aplikasi Sakti;
Surat Permohoinan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP

B-F%% /STAKatN.01/0T.01.3/12/2025

Tanggal Pembuatan

o Desember 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

e
R\ P Héserker 2025

Disahkan Oleh ™ eri Pontianak
ShE e J
T0a )3 wy
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA f@ =2l S & '
STAKat NEGERI PONTIANAK 4””,3 o %o, y4 M.Eng.
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya NP 'T 2Y7811171999031001 /2

wifty e

DAN KOMUNIKASI ]

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

y 8
2
3.

UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

PP Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

PMK  Nomor 76/PMK.06/2019 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

PMK Nomor 18 tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;

KMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
PMA Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang
STATUTA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak.

8
2.

Pegawai yang ditugaskan;

Pegawai yang memahami Inventarisasi Aset TIK.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. | Sop Pengadaan/ Pengembangan Teknologi, Informasi | 1. Komputer/Laptop;
dan Komunikasi; 2. | Printer;
3. | internet;
4. | ATK.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. |Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak | 1. | Buku Catatan Manual;
terinventarisasinya asset TIK. 2. | Aplikasi Sakti.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

: | B-W%4/STAKatN.01/0T.01.3/12/2025

Tanggal Pembuatan

10 Desember 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

STAKat NEGERI PONTIANAK
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya

Disahkan Oleh

?

PEAQP '1171999031001

\\v(/l{ aannQOv 27

i

SOP PEMANFAATAN DAN DISTRIBUSI ASET (FISIK/ HARDWARE) TEKNOLOGRNESRMAS! DAN KOMUNIKASI

l

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2
3.

UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

PP Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

PMK  Nomor 76/PMK.06/2019 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

PMK Nomor 18 tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;

KMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
PMA Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang
STATUTA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Punlianak.

1. | Pegawai yang ditugaskan;
2. | Pegawai yang memahami terkait Aset TIK.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.

Sop Inventarisasi Informasi dan

Komunikasi.

Aset Teknologi

1. | Komputer/Laptop;
2. | Printer;

3. | Internet;

4. | ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan,
tersalurkannya Aset TIK.

maka tidak

Buku Catatan Manual;
Aplikasi Sakti;
Surat Permohonan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP

B-1627/Sak.01/KS.01/06/2024

Tanggal Pembuatan

28 Juni 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STAKat NEGERI PONTIANAK
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya

Disahkan Oleh

2T M.Eng.

y DF. Sunar,so
I NIP. 197511171999031001

.
i

SOP PERAWATAN/PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2024
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 /PMK.06/2021
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

1.

2.
3.
4

Bendahara Pengeluaran;

Memahami Aplikasi Sakti;

Petugas BMN;

Memahami aturan / Juknis pelaksanaan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

anggaran perawatan dan pemeliharaan BMN.

1. | SOP Pengadaan Barang dan Jasa; 1. | Komputer/Laptop;

; 2. | SOP Penataan BMN; 2. | Printer;

' 3. | SOP Pengelolaan BMN; 3. | Internet;
4. | SOP Pinjam Pakai BMN; 4. | ATK;
5. | SOP Penghapusan BMN. 5. | Nota/Kwitansi.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. | Jika SOP tidak dilaksanakan, tidak terealisasinya Aplikasi Sakti;

Buku Catatan Manual.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (sor)

Nomor SOP B-59%b/STAKatN.01/0T.01.3/12/2025
Tanggal Pembuatan 730 Desember 2025
Tanggal Revisi D
Tanggal Efektif <R sember 2025
Disahkan Oleh < g 3 ri Pontianak
!
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA \
STAKat NEGERI PONTIANAK W\ 0, S.F, M.Eng.
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya RN 111719990310010

L

SOP AKSES RINGAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1
2.
3.

UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

PP Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

PMK  Nomor  76/PMK.06/2019 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;

PMK Nomor 18 tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;

KMA Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
PMA Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang
STATUTA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri
Pontianak.

1.
2.

Pegawai yang ditugaskan;
Pegawai yang memahami terkait Akses Ringan TIK.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

bisa mengaktifkan Akses Ringan.

1. | Sop Inventarisasi Aset Teknologi Informasi dan | 1. Komputer/Laptop;
Komunikasi. 2. | Printer;
3. | Internet;
4. | ATK.
Peringatan | Pencatatan dan Pendataan
1. | Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemohon tidak Buku Catatan Manual;

Formulir Permohonan Akses;
Aplikasi Sakti.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {sop)

|

l

; KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
i

|

I

Nomor SOP B—1632/Sak.Ol/KS.OO/06/2024
Tanggal Pembuatan 28 juni 2024

Tanggal Revisi ] pe—

Tanggal Efektif 7 [283uhi 2024

STAKat NEGERI PONTIANAK
J1. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya ;

Disahkan Oleh 4‘

" Ketua STAKat N seyi Pontianak
= Lt

) Dr.vsfmarso, S.T., M.Eng.
> \'NIP. 197511171999031001///

v

SOP PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA (MANUAL)

| D
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. | Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, tentang | 1. Petugas BMN;
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun | 2. | Pengelola BMN;
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / | 3. | Pelaksana Umum;
Daerah; 4. | Memahami aturan / Juknis pelaksanaan.
2. | Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.06/2019
tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
| Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara;
3. | Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2024
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik
Negara;
4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
’ tentang Penatausahaan BMN;
i 5. | KMA No. 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
| 6. | KMA Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
[___| Pemindahtanganan BMN.
| Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. | SOP Pengadaan Barang dan Jasa; 1. | Komputer/Laptop;
| 2. | SOP Penataan BMN; 2. | Printer;
| 3. | SOP Penghapusan BMN; 3. | ATK;
| 4. | SOP Pengelolaan BMN; 4. | Internet.
| 5. | SOP Perawatan /Pemeliharaan BMN.
| Peringatan Pencatatan dan Pendataan
I 1. | Peminjaman harus dilakukan sesuai dengan prosedur; 1. | Buku catatan peminjaman BMN;
i 2. | Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama | 2. Aplikasi Sakti.
| | peminjaman, maka peminjam harus bertanggungjawab
atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut;
| 3. Peminjam wajib mengembalikan barang tersebut dalam
! keadaan semula;
| 4. | Pengelola BMN dapat menarik barang sewaktu-waktu
“ apabila barang tersebut dibutuhkan untuk kegiatan

{
i

yang mendesak.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (sop)

Nomor SOP

B-2310/STAKatN.01/PP.00.9/07/2025

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STAKat NEGERI PONTIANAK
JI. Parit Haji Muksin 2 Km 2, Kab. Kubu Raya

1"

1] Ketua STAK

1 VA

Dr: Sunarse, J.T., M.Eng. 7
NIP.197511171999031001°

SOP PEMINJAMAN BMN MELALUI SMART STAKAT NEGER! PONTIANAK

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. | Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020, tentang | 1. | Pengelola BMN;
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun | 2. | Petugas BMN;
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /| 3. | Pelaksana Umum;
Daerah; 4. | Memahami aturan / Juknis pelaksanaan.

{ 2. | Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.06/2019
: tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
‘ Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan ) -
Penggunaan Barang Milik Negara;
3. | Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2024
tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik
Negara;
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
[ tentang Penatausahaan BMN;
| 5. | KMA No. 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMN;
6. | KMA Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
[ | Pemindahtanganan BMN.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. | SOP Pengadaan Barang dan Jasa; 1. | Komputer/Laptop;
2. | SOP Penataan BMN; 2. | Printer;
3. | SOP Penghapusan BMN; 3. | ATK;
4. | SOP Pengelolaan BMN; 4. | Internet.
S. | SOP Perawatan /Pemeliharaan BMN.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. | Peminjaman harus dilakukan sesuai dengan prosedur; | 1. | Aplikasi Smart STAKatN Pontianak;
2. | Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama | 2. | Buku catatan manual;
peminjaman, maka peminjam harus bertanggungjawab | 3. Aplikasi Sakti.
atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut;
3. | Peminjam wajib mengembalikan ba rang tersebutdalam
keadaan semula;
4. | Pengelola BMN dapat menarik barang sewaktu-waktu
apabila barang tersebut dibutuhkan untuk kegiatan
! 1 yang mendesak.
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